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Kebijakan DOWNSIZING; 
Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkannya
(Downsizing Policy; Reason and Impact that Embossed)
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Abstract

The change economic, politics and social situation in a state will give the influence life of inclusive also at the organization. Organizational will respon in various way to the change.  For strong organization, change will be considered to be a challenge to become better, whereas other organization possibly will lessen the promotion, increase price of the product and even do organizational downsizing.
Especial target of organization is reaching for advantage, where if the condition change, hence company will do all ways and means to maintain the  target. One of its strategy is downsizing.
This case examplize at case downsizing at wood industry in Samarinda done  because reason of raw material difficulty, production cost increase, profitability and in efficiency of engine. Second case is  downsizing at  PT.  Bouraq Airlines done because reason of global competitive and financial problem.    The impact of these case is different between first case and second case.  In first case, downsizing will influence the district   situation.  Unskilled and unexperience employment will increase social problem such as criminality, prostitution and drugs circulation.  
One of the government effort to solve this problem is unemployment training.  Organization  help for better human resource planning and budgeting the allowance of the retirement if downsizing happen.
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Keunggulan bersaing merupakan suatu kondisi yang dapat membawa organisasi bisnis menuju kemenangan bersaing.  Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, karyawan atau orang-orang yang bekerja dalam perusahaan merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci yang penting untuk meraih kesuksesan dalam bersaing dan mencapai tujuan.
Kompetisi global yang sangat kuat memaksa perusahaan untuk melakukan perubahan strategi agar mampu mempertahankan eksistensi perusahaannya dan untuk memenangkan persaingan melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.  Tekanan untuk melakukan penghematan biaya operasional perusahaan, peningkatan kinerja, pertumbuhan populasi penduduk, perubahan struktur demografi ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor yang terkait dengan persaingan dimana perusahaan dituntut untuk melakukan perubahan terhadap hal-hal tersebut. 
Perkembangan yang terjadi di suatu negara, baik politik, ekonomi, sosial maupun tehnologi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap segala sendi kehidupan.  Perubahan ini juga akan berdampak terhadap kinerja perusahaan walau sekecil apapun dampak tersebut.  Perubahan kondisi lingkungan perusahaan menyangkut aspek persaingan maupun turunnya permintaan akan mempengaruhi strategi perusahaan.  Reaksi perusahaan pun akan bermacam-macam, tergantung dari manajemen di perusahaan itu sendiri.  
Perusahaan yang memiliki sumberdaya manusia yang kuat justru akan menerima dampak perubahan yang terjadi sebagai sebuah tantangan untuk tetap eksis bahkan menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan.  Akan tetapi bagi perusahaan yang sumberdaya manusianya terbatas, perubahan tersebut direspon sebagai suatu ancaman.  Ancaman ini akan direspon dengan berbagai kemungkinan, beberapa perusahaan merespon perubahan tersebut dengan melaksanakan strategi seperti pengurangan biaya promosi, menaikkan harga produk bahkan sampai pada pengurangan karyawan (downsizing) atau restrukturisasi dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan.  
Secara faktual, respon perusahaan yang mengurangi karyawannya akan membawa dampak-dampak sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya.  Secara hukum, sebuah perusahaan memang tidak dilarang untuk melakukan pengurangan karyawan selama mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan.  Pengurangan karyawan ini akan menimbulkan dilema tersendiri bagi perusahaan maupun bagi pemerintah.  Karena di satu sisi pemerintah tidak bisa memaksakan perusahaan untuk tidak melakukan pengurangan karyawan, tetapi di pihak perusahaan manajemen juga tidak mau jika kondisi perusahaan semakin memburuk, produktivitasnya menurun atau tidak menguntungkan.  Kondisi-kondisi seperti ini yang banyak melanda perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terutama sejak krisis moneter yang berkepanjangan yang membuat  banyak perusahaan melakukan downsizing atau pengurangan karyawan secara besar-besaran.

1.2 Rumusan Masalah
Perkembangan organisasi yang dilatar belakangi oleh suatu tujuan keuntungan, didalam perkembangannya membutuhkan kondisi yang dapat menjamin pencapaian tujuan tersebut.  Jaminan tersebut adalah kondisi ekonomi, politik dan sosial yang relatif aman.  Apabila kondisi tersebut berubah maka perkembangan organisasi akan terganggu.  Jika organisasi terganggu, maka tujuan awal menjadi sulit dicapai sehingga organisasi akan melakukan segala daya dan upaya agar tujuan dapat tercapai kembali.  Salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah mengurangi jumlah karyawan yang ada agar terjadi keseimbangan antara biaya dengan pendapatan.  

1.3 Tujuan
Dari latar belakang permasalahan pengurangan karyawan atau downsizing tersebut di atas, dalam artikel ini akan membahas beberapa kebijakan downsizing yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik dan sosial di atas, serta bagaimana dampak sosial yang terjadi sebagai akibat  kebijakan tersebut.
II. PEMBAHASAN

2.1 Faktor Penyebab Downsizing
	Sebagian besar perusahaan-perusahaan kelas menengah keatas baik di negara maju maupun negara berkembang melakukan kebijakan downsizing dengan cara menutup fasilitas produksi, menjual unit bisnisnya, atau dengan melakukan restrukturisasi di bidang sumberdaya manusia, yang tentu saja berdampak cukup besar terhadap iklim kerja di suatu perusahaan. 
	Beberapa alasan yang dikemukakan oleh perusahaan dalam melakukan downsizing adalah pengendalian biaya operasional, meningkatkan keuntungan (profitability), meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan strategi dalam menghadapi persaingan dalam rangka menerapkan peluang strategi bisnis.
	Berikut ini beberapa contoh kasus terjadinya downsizing dan beberapa faktor yang menyebabkannya :
		
Contoh Kasus 1.  Pengurangan Karyawan Industri Perkayuan di Samarinda.

Industri perkayuan, selain padat modal, juga memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak.  Industri perkayuan di Samarinda mempunyai kapasitas terpasang 7,8 juta m3/tahun dengan kapasitas produksi 50% atau sekitar 3,9 juta m3/tahun dengan keperluan bahan baku 7,1 juta m3/tahun.  Pada saat ini dari 45 buah industri perkayuan yang ada dengan jumlah karyawan 1.087.000 orang, tinggal 18 buah industri yang masih aktif dengan karyawan 30% saja yang tersisa atau 326.000 orang.  Sementara jumlah keluarga yang bergantung pada pekerja dengan asumsi masing-masing menanggung 1 isteri dan 2 anak, maka orang yang bergantung pada industri perkayuan di Samarinda adalah 978.000 orang belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti penjual makanan di sekitar pabrik, pemilik rumah kontrakan serta sektor informal lain yang terkait.  
Berdasarkan data Disnakertrans Samarinda, sampai dengan Maret 2007 (Tribun Kaltim, 27 Februari 2007) mencatat rasionalisasi karyawan industri perkayuan sebesar 652.000 karyawan.  Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian Samarinda, karena banyaknya perputaran uang di sentra-sentra produksi industri perkayuan.
Berdasarkan analisa serta data dari Disnakertrans, faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan industri perkayuan di Samarinda terbagi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal perusahaan.  Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi adalah :

1.	Kurangnya bahan baku akibat Kebijakan Pemerintah.
Kebijakan pemerintah dalam pengusahaan hutan sangat mempengaruhi kinerja industri perkayuan di Samarinda.  Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk menekan laju kerusakan hutan yang diimplementasikan pada pengurangan jatah tebang tahunan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau dikenal dengan ”soft landing” atau kebijakan pengurangan tebangan dari hutan alam untuk memberikan kesempatan hutan agar me-recovery secara alami.  Hal ini dilatarbelakangi dengan tidak seimbangnya proses pemanenan kayu dengan pertumbuhan hutan. Kebijakan ini menyebabkan berkurangnya supply bahan baku, sehingga perusahaan kekurangan bahan baku dan kalaupun ada harganya mahal sehingga tidak efisien lagi,
2.	Rendahnya harga produk di pasaran
Dengan membanjirnya suplly produk dari negara Cina dan Malaysia dengan harga yang lebih rendah, maka harga produk dipasaran menurun, sehingga tidak menurup biaya produksi.
3. Meningkatnya biaya produksi karena peningkatan harga bahan bakar minyak .
Sedangkan faktor internal yang menjadi penyebab adalah :
1. Tujuan perusahaan
Tujuan perusahaan adalah profit, sehingga jika kondisi sudah tidak menguntungkan, perusahaan lebih baik menutup perusahaan.

2. Efisiensi mesin
Efisensi mesin terkait dengan biaya produksi, sehingga ketidakefisienan mesin menyebabkan biaya produksi meningkat, yang akan berakibat pada meningkatnya harga produk di pasaran.  Penigkatan harga akan menurunkan permintaan sehingga revenue perusahaan juga berkurang.

3. Adanya peluang ekonomi baru dari sektor pertambangan.
Selain faktor diatas yang menyebabkan kenaikan biaya produksi, banyak diantara pemilik perusahaan beralih ke bisnis batubara yang menjadi booming di Samarinda.  Bisnis ini lebih cerah prospek ke depannya karena cadangan batubara yang besar serta tingginya permintaan batubara.  Pengurangan jumlah karyawan juga tidak selalu dilakukan karena perusahaan bermasalah dengan kinerjanya. Bisa jadi langkah itu diambil karena perusahaan ingin fokus dengan bisnisnya dan mengalihkan bagian yang dianggap tidak signifikan kepada organisasi lain.
Faktor-faktor diatas mendorong manajemen untuk melakukan kebijakan downsizing secara besar-besaran.  Karena downsizing ini bagaikan makan buah simalakama, kalau tidak dikurangi perusahaan kondisinya tidak semakin baik, di kurangi akan menimbulkan persoalan baru.  Tetapi secara logika normal, semua pelaku ekonmomi pasti bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga kebijakan downsizing merupakan kebijakan terakhir yang diambil. 

Contoh Kasus 2.  Pengurangan Karyawan PT. Bouraq Airlines.

Beberapa waktu yang lalu, kita semua mendengar bahwa perusahaan penerbangan PT. Bouraq melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran dikarenakan PT. Bouraq sudah tidak menguntungkan lagi karena kalah bersaing dengan perusahaan penerbangan yang baru serta mengalami masalah finansial.  Perusahaan melakukan kebijakan pengurangan karyawan karena pada tingkat harga tiket yang berlaku sekarang, PT. Bouraq tidak dapat menutupi biaya operasional perusahaan, terutama lagi pada armada pesawatnya yang sudah berusia lama. 

Manajemen PT. Bouraq tidak siap dengan anggaran yang sangat tinggi untuk biaya perawatan armada. Regulasi tentang pembatasan masa terbang pesawat itu belum lama diterapkan pemerintah. Sebagian armada PT. Bouraq sudah menjalani perawatan, namun memiliki kendala dalam pembayarannya.  Masuknya sebagian besar armada PT. Bouraq dalam sesi perawatan sejak awal tahun ini mengakibatkan menurunnya produksi dan berkurangnya kemampuan finansial perusahaan. Dampaknya pun berimbas ke para karyawannya yang berjumlah sekitar 700 orang.  
Menurut berita yang beredar melalui internet, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menyatakan PT Bouraq Airlines Indonesia dalam keadaan pailit setelah gagal memenuhi kewajibannya kepada karyawannya yang mengajukan gugatan dan sebuah perusahaan percetakaan rekanannya, selain itu terdapat lebih dari 400 karyawan PT Bouraq lain yang belum dibayarkan gaji dan pesangonnya sejak 2003. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan penerbangan Bouraq melakukan kebijakan pengurangan karyawan secara besar-besaran
 Faktor penting yang dapat diambil yang merupakan penyebab terjadinya kebijakan pengurangan karyawan PT. Bouraq adalah adanya persaingan global dan juga masalah finansial, dimana PT Bouraq dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan adanya tuntutan/gugatan dari kreditor lain. Kegagalan dalam manajemen inilah yang menyebabkan PT Bouraq mengambil kebijakan untuk melakukan downsizing atau pemutusan hubungan kerja bagi sebagian besar karyawannya karena sudah tidak mampu lagi bersaing dengan perusahaan sejenis dan tidak sanggup menutup biaya operasionalnya. Kalaupun dipaksakan hanya akan menambah kerugian serta ketidakefisienan.

2.2    Dampak Kebijakan Downsizing
Biasanya ketika isu-isu kebijakan downsizing semakin berhembus, banyak perubahan yang tampak mencolok terjadi dibanding sebelum isu itu berkembang. Karyawan berkualitas sibuk mencari pekerjaan baru, sementara karyawan kelas bawah pasrah menunggu nasib.
Kebijakan downsizing atau pengurangan karyawan tidak selamanya buruk, tetapi juga tidak selamanya akan dapat menyelamatkan perusahaan dari kerugian.  Secara umum, downsizing dapat dikatakan usaha dari manajemen organisasi untuk mengefisienkan perbandingan antara benefit dengan cost yang dikeluarkan pada tingkat menguntungkan.  Kebijakan ini sangat tergantung dari permasalahan yang dihadapi perusahaan, maupun respon yang dilakukan pihak manajemen dalam mengatasi permasalahan tersebut.  
Downsizing diharapkan mempunyai manfaat ekonomis maupun organisasional seperti biaya overhead yang semakin rendah, birokrasi berkurang, pengambilan keputusan lebih cepat, komunikasi lebih lancar serta produktifitas yang semakin meningkat.  Namun disamping keberhasilan downsizing, banyak juga perusahaan yang mengalami sebaliknya.  Permasalahan baru yang muncul akibat kebijakan downsizing adalah sikap negatif dari pekerja terhadap upaya restrukturisasi tersebut.
Kebijakan downsizing dapat menimbulkan dampak sosial bagi kehidupan karyawan dan keluarganya, dampak negatif dari kebijakan downsizing tidak hanya dirasakan oleh mereka yang diberhentikan tetapi juga dirasakan oleh mereka yang masih bertahan diperusahaan karena mereka akan terus dihantui perasaan khawatir akan mendapat giliran untuk diberhentikan juga.  Meskipun banyak dampak negatifnya, namun mengapa masih banyak perusahaan yang mengambil kebijakan tersebut?  Mengapa perusahaan terus melakukan downsizing saat tidak ada yang terlihat menguntungkan?.  Sebenarnya kebijakan downsizing bukanlah jalan untuk meningkatkan keuntungan.  Rata-rata kebijakan downsizing memiliki dampak positif yang kecil pada pendapatan perusahaan, bahkan lebih banyak dampak negatifnya, misalnya moral yang rendah dan ketidakpercayaan terhadap manajemen.  Selain itu pihak manajemen juga bisa menghadapi tuntutan yang disebabkan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan atau melanggar undang-undang.
Dilihat dari kasus diatas, kasus pada Bouraq berbeda dengan kasus pada industri perkayuan di Samarinda.  Pada kasus pertama, downsizing yang dilakukan adalah terutama pada karyawan yang unskilled.  Menurut Anwar dalam CBN Portal (2006), karyawan dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu:
1. Tidak berpendidikan dan tidak berpengalaman. 
2. Berpengalaman, tapi tidak berpendidikan. 
3. Berpengalaman dan berpendidikan.  
Dalam situasi perusahaan krisis, karyawan kategori ketiga yang paling berperan membantu menyelesaikan krisis. Maka, pelatihan atau pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi agar level kemampuannya naik.
Pada industri perkayuan golongan karyawan yang tidak berpengalaman dan berpendidikan ini yang paling banyak, seperti tenaga buruh kasar untuk pemrosesan plywood.  Sedangkan pada Bouraq, rata-rata karyawannya adalah berpendidikan dan berpengalaman sehingga dampaknya tidak begitu signifikan dibandingkan yang di alami oleh karyawan industri perkayuan, karena bagi karyawan PT Bouraq kemungkinan untuk mendapat pekerjaan di tempat lain yang sejenis lebih besar dibanding karyawan industri perkayuan.  
Dampak sosial yang akan terjadi pada karyawan yang dirumahkan yang tidak berpengalaman dan berpendidikan.  Ini akan menjadi beban dari pemerintah daerah setempat, karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain yang sejenis juga sulit pada kondisi ini.  Mereka akan menjadi pengangguran ataupun bisa bekerja di sektor informal.  Tetapi penyerapannya juga tidak sebanyak yang diharapkan.  Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah daerah mencanangkan program pelatihan ketrampilan dan wirausaha untuk membekali para karyawan korban PHK tersebut.  Program lain adalah semua kontraktor pembangunan di Samarinda dihimbau untuk memakai tenaga dari karyawan korban PHK pada operasional di lapangan seperti tukang batu, buruh bangunan dan sebagai penyapu jalanan maupun buruh di kebun kelapa sawit.  Dengan program ini, diharapkan mengurangi problem sosial seperti tingkat kriminalitas, pekerja seks komersial dan peredaran obat terlarang.
Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya bukan hanya pemerintah, tetapi perlu juga keterlibatan perusahaan dengan cara perencanaan sumberdaya manusia yang lebih baik termasuk penyiapan anggaran untuk memberikan pesangon bagi karyawan.  Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus memberikan kesempatan diklat bagi pengembangan karyawannya.  Selain untuk meningkatkan ketrampilan dan wawasan, diklat diharapkan akan membantu memberikan bekal karyawan apabila perusahaan akan melakukan perampingan.


III. KESIMPULAN
Salah satu strategi dari organisasi/perusahaan untuk mempertahankan tujuan keuntungan adalah downsizing/pemutusan hubungan kerja.  Downsizing dilakukan untuk mencapai tingkat efisiensi perusahaan karena pengaruh perubahan sosial, politik dan ekonomi suatu negara.  Walaupun perubahan ini akan direspon perusahaan dengan bermacam-macan cara. 
Namun kebijakan downsizing juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan karyawan dan keluarganya, dampak negatif dari kebijakan downsizing tidak hanya dirasakan oleh mereka yang diberhentikan tetapi juga dirasakan oleh mereka yang masih bertahan diperusahaan karena mereka akan terus dihantui perasaan khawatir akan mendapat giliran untuk diberhentikan juga.
Penyebab dari downsizing adalah penurunan bahan baku, kenaikan biaya produksi, tujuan perusahaan maupun inefisiensi mesin.  Hal ini dicontohkan pada kasus downsizing industri perkayuan di Samarinda serta PT. Bouraq Airlines karena persaingan global dan masalah finansial.  Strategi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menimbulkan dampak sosial yang besar terutama pada kasus pertama di Kota Samarinda.  Karena kriminalitas akan meningkat, pelacuran serta peredaran obat terlarang.  Usaha yang dilakukan pemerintah adalah pelatihan ketrampilam bagi para buruh yang di PHK.  Perusahaan diharapkan membantu  mulai dari perencanaan SDM yang dilakukan serta penyediaan anggaran apabila PHK terjadi.
Strategi downsizing menjadi alternatif yang menarik karena faktor kompatabilitas tujuan strategi downsizing dengan tuntutan lingkungan yang penuh ketidakpastian tersebut.  Namun harus dipahami bahwa ’biaya sosial’ yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan downsizing tersebut bisa menjadi sangat signifikan, jika tidak dilakukan dengan perhitungan yang cermat. 
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